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ABSTRAK 

Untuk mempermudah penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam 

melakukan pengumpulan dan pengolahan data penduduk yang berbasis teknologi 

informasi, Pemerintah Pusat mengeluarkan suatu kebijakan yaitu Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan, yang telah dikukuhkan dengan Kepres No. 88 tahun 2004 

tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK merupakan sistem 

informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat 

Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. SIAK mulai diterapkan 

di Kota Mataram pada tahun 2010. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dari segi sumber daya 

manusia, data kependudukan, sarana dan prasarana. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara kepada informan yang dianggap berkompetensi untuk memberikan 

informasi mengenai SIAK, juga dengan melakukan pengamatan terhadap pengelolaan 

SIAK, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara umum Efektivitas Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Mataram yang diukur menggunakan pendekatan proses yang meliputi sumber daya 

manusia, data kependudukan, sarana dan prasarana sudah cukup efektif. Namun, masih 

ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui mengenai SIAK yang sudah berbasis 

online.   

Kata Kunci : Sumber Daya Manusia, Data Kependudukan, Sarana dan Prasarana 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan, yang tergolong dalam salah 

satu Negara berkembang dangan jumlah pendukduk yang sangat besar. Sebagai negara 

kepulauan, penduduk Indonesia memiliki persebaran yang tidak merata. Berbagai 

masalah yang merupakan akibat dari persebaran penduduk yang tidak merata kerap kali 

muncul dan mendesak pemerintah untuk dapt sesegera mungkin bertindak untuk 

mengambil sebuah kebijakan. Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di 

wilayah geografi Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang 

berdomisili kurang dari 6 bulan dengan tujuan untuk menetap (BPS, 2014 : 102). 

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-

kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. 

Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh empat komponen yaitu kelahiran (fertilitas), 

kematian (mortalitas), migrasi masuk, dan migrasi keluar (Subri, 2003:16). 

Pertumbuhan penduduk yang sangat besar dengan persebaran tidak merata 

disertai rendahnya kualitas penduduk juga menjadi sumber permasalahan yang 

berkaitan dengan kependuddukan di Indonesia. Sama halnya dengan persebaran 

penduduk di kota mataram, yang memiliki jumlah penduduk pada tahun 2018 sebesar 

468.509 jiwa, dan hanya terpusat di kecamatan ampenan yakni sebesar 91.099 jiwa 

(sumber: kota mataram dalam angka 2018). Berbagai permasalahan ini mengakibatkan 
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munculnya berbagai permasalahan-permasalahan baru di bidang kependudukan yang 

antara lain adalah: kemiskinan, kesehatan, pengangguran,. Keselarasan jumlah 

penduduk yang besar akan menuntut adanya keselarasan terhadap segi kualitas sumber 

daya manusia yang baik pula. Akan timbul permasalahan-permasalahan menyangkut 

penduduk di sebuah Negara apabila terjadi ketimpangan yang nyata antara jumlah 

penduduk yang besar dengan dukungan sumber daya manusia yang relatif rendah.  

Tabel 1.1 

Perbandingan Jumlah Penduduk Indonesia 

 

Perbandingan jumlah penduduk indonesia 

 

Tahun jumlah 

2016 259.281.096 

2017 262.594.708 

2018 266.927.712 

            Sumber :Badan pusat statistik (BPS) 2019 

Sementara jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 diproyeksikan mencapai 

266,91 juta jiwa. Menurut jenis kelamin jumlah tersebut terdiri dari atas 134 juta jiwa 

laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan sedangkan penduduk Nusa Tenggara Barat 

(NTB) mencapai 5,15 juta jiwa yang terdiri atas 2,55 juta jiwa laki-laki dan 2,63 juta 

jiwa perempuan pada tahun 2019 (sumber: Badan Pusat Statistis (BPS), 2019). 
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Tabel 1.2  

Jumlah Penduduk Nusa Tenggara Barat Tuhun 2015 

Kabupaten/kota Laki-laki Perempuan Jumlah 

Lombok Barat 315.094 329.492 644.586 

Lombok Tengah 427.134 476.298 903.432 

Lombok Timur 537.152 616.621 1.153.773 

Sumbawa 222.728 213.871 436.599 

Dompu 118.491 116.174 234.665 

Bima 230.649 232.770 463.419 

Sumbawa Barat 65.727 63.997 129.724 

Lombok Utara 103.490 106.643 210.133 

Kota Mataram 218.068 222.996 441.064 

Kota Bima 76.701 76.699 156.400 

Jumlah 2.315.234 2.458.561 4.773.795 

        Sumber : proyeksi penduduk 2010-2020 

Tabel 1.3 

 Jumlah Penduduk Kota Mataram Tahun 2008, 2013 dan 2018 

KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK 

2008 2013 2018 

Ampenan 72.380 81.498 91.765 
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Cakranegara 64.285 73.045 82.998 

Mataram 67.962 69.680 71.410 

Sandubaya 48.135 50.165 52.280 

Sekarbela  41.042 45.972 51.494 

Selaparang 67.913 71.192 74.628 

Jumlah 361.248 387.903 416.524 

         Sumber:Proyeksi Penduduk/Population Projection 2019 

Kepala Dinas yang  berada dibawah  dan bertangungjawab kepada Wali kota 

melalui Sekretaris daerah  yang dibentuk berdasarkan perda  Kota  Mataram nomor  5  

tahun  2008  tentang pembentukan susunan organisasi perangkat daerah  Kota  Mataram 

dengan rincian tugas pokok dan fungsi yang  diatur dalam peraturan Wali kota Mataram 

nomor  21/PERT/2008  tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas kependudukan 

dan pencatatan sipil kota Mataram.  

Berdasarkan peraturan Wali kota Mataram tersebut Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil  Kota  Mataram mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan 

pemerintahan  yang  menjadi kewenangan daerah dibidang Kependudukandan 

Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas  pembantuan dengan 

menyelenggarakan fungsi yaitu perumusan kebijakan teknis di  bidang Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil. 

Secara hukum sistem ini sudah dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 

88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Sistem 
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Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan suatu sistem informasi 

berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi 

khusus yang bertujuan menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga 

tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas dijajaran Pemerintah 

Daerah khususnya Dinas Kependudukan didalam menyelenggarakan layanan 

kependudukan. 

Berkaitan dengan masalah penduduk yang terjadi, pemerintah berusaha 

memperoleh data tentang kependudukan di Indonesia yang akurat untuk membuat 

pemetaan yang tepat, guna menanggulangi masalah kependudukan tersebut. 

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah 

kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku 

ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi 

sebagai warga Negara Indonesia dan sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 

2013 tentang administrasi kependudukan. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan 

dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai pelanggan merasa dapat pelayanan 

yang memuaskan. 

Sebagai salah satu langkah untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai 

pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan yaitu 

pemerintah mulai membuat sebuah kebijakan dengan mengadakan program yang 

dahulu dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) yang 

dibuat sekitar tahun 1996. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) 
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adalah sebuah kebijakan yang diterapkan di daerah kabupaten/kota, dan ditujukan 

untuk menangani status kependudukan dangan segala perubahannya. Sistem Informasi 

Manajemen Kependudukan (SIMDUK) itu sendiri merupakan suatu aplikasi untuk 

mengelola data kependudukan daerah yaitu meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu 

Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahirn, Sensus Penduduk, dan Demografi Penduduk. 

Aplikasinya dapat digunakan untuk mengelola data kependudukan pada kecamatan 

atau kelurahan yang lokasinya terpisah, akan tetapi didasarkan pada basis internet maka 

dapat dikumpulkan di satu titik yaitu Internet Data Center.  

Namun, pada pelaksanaannya di lapangan ternyata didapati berbagai 

kelemahan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) sebagai sebuah 

sistem untuk mengelola data kependudukan.Dimana masih banya terdapat pemalsuan 

identitas karena disebabkan kurang detailnya data-data mengenai penduduk.Selain itu 

dalam pemenuhan hak penduduk, terutama di bidang pencatatan sipil masih ditemukan 

penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang 

membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama. 

Berdasarkan berbagai evaluasi terhadap kebijakan Sistem Informasi 

Manajemen Kependudukan (SIMDUK) ini pemerintah merasa perlu menggantinya 

dengan sebuah kebijakan yang baru. Kebijakan baru itu tentunya juga lebih menjawab 

segala kebutuhan yang diperlukan untuk melengkapi data kependudukan. Berkenaan 

dengan hal tersebut untuk mempermudah penyelenggaraan administrasi kependudukan 

dengan adanya sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang terintegritas 
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dapat merealisasikan Data Base penduduk. Dengan demikian pelayanan yang 

dihasilkan tidak hanya sebatas dapat merealisasikan pengumpulan data base penduduk, 

tetapi sekaligus memberi nomor induk bagi setiap penduduk, sehingga dapat 

mengeliminasi terjadinya kepemilikan idenditas ganda. Untuk mempermudah 

penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam melakukan pengumpulan, 

pengelolaan data penduduk yang berbasis teknologi informasi, pemerintah pusat dalam 

hal ini telah menyiapkan suatu sistem yang diberi nama “Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan” atau disingkat SIAK. 

Terlihat perbedaan utama antara Sistem Informasi Manajemen Kependudukan 

(SIMDUK) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) , terletak pada 

konsep pendistribusian server dan database data kependudukan serta jaringan 

komunikasi data yang digunakan. Ketika masih menggunakan Sistem Informasi 

Manajemen Kependudukan (SIMDUK), server dan database terdapat di masing-

masing kecamatan, sehingga akan mengalami kesulitan ketika akan dilakukan 

konsolidasi data. Dengan server yang terdistribusi, validasi data masih rendah karena 

kemungkinan data ganda cukup besar .Selain server yang terdistribusi, Sistem 

Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) belum menggunakan jaringan 

online seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Untuk proses 

konsolidasi membutuhkan waktu yang lama karena proses transaksi data saat itu masih 

menggunakan disket. Selain itu, untuk proses penerbitan akte pencatatan sipil juga 

masih memerlukan waktu yang lama karena proses input data masih dilakukan secara 

manual. Hal-hal tersebut terjadi karena belum ada standarisasi yang jelas yang diatur 
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oleh pemerintah pusat.Saat masih menggunakan Sistem Informasi Manajemen 

Kependudukan (SIMDUK), masing-masing daerah mengembangkannya sesuai 

kebutuhan sehingga tidak adanya keseragaman mengenai program yang dijelaskan. Hal 

tersebut mempersulit proses untuk mengintegrasikan data kependudukan secara 

nasional. 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bisa menjadi solusi dari 

masalah kependudukan yang ada. Dengan adanya pengelolaan data secara online maka 

kelemahan-kelemahan pengelolaan data secara konvensional dapat ditekan.Sistem 

Informasi Manajemen Kependudukan (SIAK) sendiri memberikan banyak manfaat 

antara lain, hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik tersebut dapat digunakan 

sebagai bahan perumusah dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi 

penyelenggara dan pelaksanaan pembangun di bidang kualitas, kuantitas, dan mobilitas 

penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya. 

Dari hasil observasi lapangan, kota mataram mulai menerapkan sistem ini sejak 

tahun 2010. Dan sudah menghasilkan database kependudukan untuk kota mataram. 

Database kependudukan ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran 

bagaimana kondisi dan karakteristik penduduk kota mataram dan dapat menjadi 

alternative untuk memenuhi kebutuhan data kependudukan bagi pemerintah kota 

mataram. Selama ini pemerintah kota mataram hanya menggunakan data yang 

dihasilkan dari kantor statistik maupun pendataan yang dilakukan oleh istansi terkait 

lainnya. Dengan diterapkannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, 

diharapkan memudahkan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 
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demi mencapai efektivitas organisasi. Namun, berdasarkan wawancara singkat dengan 

salah seorang warga yang sedang mengurus akta kelahiran, mengaku bahwa ia harus 

menunggu beberapa hari untuk dapat memperoleh akta kelahiran, padahal seharusnya 

dengan diterapkannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 

masyarakat tidak perlu menunggu lama sebab sistem ini sudah berbasis online. Oleh 

karena itu efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIAK) 

ini sendiri belum terlaksana dengan baik, dengan dijumpainya beberapa masalah di 

lapangan. 

1.2. Rumusah Masalah 

Bagaimanakah Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

meliputi sumber daya manusia, data kependudukan, sarana dan prasarana pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

meliputi sumber daya manusia, data kependudukan, sarana dan prasarana pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian 

yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan ilmu dan teori yang di 
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dapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai Efektivitas 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Mataram. 

2. Sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana 

starata satu (S1) pada program studi ilmu administrasi publik fakultas ilmu 

sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah mataram. 

3. Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan guna 

mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan efektivitas, 

sehingga Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam diterapkan 

dengan baik. 

b. Dan bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi kepada masyarakat mengenai Efektifitas Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Mataram. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti (Tahun) 

Judul Penelitian 

Metode 

Penelitian  

Hasil Penelitian Persamaan dan 

Perbedaannya 

1 Puguh Andi 

Nugroho (2012) 

Evaluasi 

Penerapan Sistem 

Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

pada Dinas 

Kependudukan 

dan Catatan Sipil 

Kota Semarang 

Deskriptif 

Kualitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan pada 

bagian political will, 

sumber daya manusia 

dan value atau manfaat 

dengan adanya Sistem 

Informasi Manajemen 

Kependudukan (SIAK) 

sudah cukup baik, 

sedangkan pada 

infrastruktur, 

sosialisasi dan 

anggaran masih 

terdapat kekurangan. 

Adapun kendala 

dihadapi dalam 

penerapan Sistem 

Informasi Manajemen 

Kependudukan (SIAK) 

Persamaannya 

yaitu sama-

sama meneliti 

tentang SIAK 

Sedangkan 

perbedaannya 

yaitu di lokasi 

penelitian 
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adalah sarana dan 

prasarana yang masih 

kurang jumlahnya, 

sosialisasi yang tidak 

dilakukan berkala, 

serta anggaran 

pengadaan sarana 

prasarana yang masih 

minim 

2 Ayu Astuti Faisal 

(2014)  

Penerapan Sistem 

Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

pada Dinas 

Kependudukan 

dan Catatan Sipil 

Kabupaten Maros 

Pendekatan 

kualitatif 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

penerapan Sistem 

Informasi 

Kependudukan Kota 

Maros belum optimal 

dikarenakan masih da 

kendala yang dihadapi 

dalam penerapan 

Sistem Informasi 

Manajemen 

Kependudukan (SIAK) 

seperti sarana dan 

prasarana yang masih 

kurang jumlahnya, 

sosialisasi yang tidak 

dilakukan berkala. 

 

Persamaannya 

yaitu sama-

sama meneliti 

tentang SIAK 

swdangkan 

perbedaannya 

yaitu di lokasi 

penelitian  

Sumber: Jurnal Ayuastuti Faisal (2019) 
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2.2. Pelayanan Publik 

2.2.1. Pengertian Pelayanan 

Pelayanan mempunyai peran yang penting dalam kehidupan manusia, 

karena dalam pemenuhan kebutuhan, manusia membutuhkan pelayanan. 

Pelayanan sebagai proses pemenuhuan kebutuhan melalui aktivitas orang lain 

secara langsung merupakan tindakan nyata yang dilakukan dalam suatu 

lembaga. Pelayanan bukan hanya pada organisasi bisnis, tetapi telah 

berkembang lebih luas pada tatanan organisasi pemerintah. Menurut 

Hardiyansyah (2011 : 11), pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang 

diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang 

atau jasa dari suatu pihak kepada pihak lain. 

Kata pelayanan itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah asing yaitu 

service, Moenir (2002:26-27) berpendapat bahwa pelayanan adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan landasan faktor 

material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha 

memenuhi kepentingan orang lain sesuia dengan haknya. 

Sementara itu pendapat lain mengatakan bahwa pelayanan merupakan 

suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah 

baik di pusat, daerah, BUMN, dan BUMD dalam bentuk barang maupun jasa 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku (KEPMENPAN 81/93). 
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Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu pelayanan pada 

dasarnya melibatkan dua pihak yang saling berhubungan, yaitu organisasi 

sebagai pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai penerima. 

2.2.2. Pengertian Publik 

Publik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah banyak (umum). 

Sedangkan menurut Westra (2001:27) dalam ensiklopedia administrasi publik adalah 

sejumlah orang yang tidak mesti berada dalam suatu tempat yang dipersatukan oleh 

faktor kepentingan yang sama, tetapi berbeda dengan kelompok lain. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa publik adalah orang banyak, sekelompok orang atau masyarakat 

yang memiliki kepentingan. 

2.2.3. Pengertian Pelayanan Publik 

Pelayanan publik pada dasarnya tidak bisa terlepas dari masyarakat, masyarakat 

yang terdiri dari sekelompok orang atau manusia selalu membutuhkan pelayanan, 

meskipun pelayanan publik tidak bisa terlepas pada administrasi yang diatur oleh 

Negara. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. 

Menurut B. Lionis, dalam buku etika publik definisi pelayanan publik adalah 

semua kegiatan yang pemenuhannya harus dijamin, diatur dan juga diawasi oleh 

pemerintah, karena diperlakukan untuk perwujudan dan perkembangan kesaling-
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tergantungan sosial, dan pada hakikatnya perwujudannya sulit terlaksana tanpa campur 

tangan kekuatan pemerintah. 

Pelayanan publik menurut Sinambela (Pasolong, 2010:199) adalah setiap yang 

dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan 

dan menawarkan kepuasan dan hasilnya tidak terikat pada suatu produk tertentu. 

Berdasarkan penjabaran mengenai pengertian pelayanan publik tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pelayanan public merupakan setiap kegiatan pelayanan yang 

diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat baik pelayanan barang publik maupun 

jasa publik. 

2.2.4. Ciri-ciri Pelayanan Publik 

Pelayanan publik adalah salah satu fungsi fundamental yang harus diemban 

pemeritah baik ditingkat pusat maupun didaerah.Fungsi ini juga diemban oleh 

BUMN/BUMD dalam memberikan dan menyediakan layanan jasa atau barang publik. 

Adapun cirri-ciri pelayanan publik menurut Nurmadi (2003:181) : 

a. Tidak dapat memilih konsumen  

b. Perannya dibatasi oleh peraturan perundang-undagan 

c. Politik menginstitusionalkan komplik 

d. Pertanggungjawaban yang kompleks 

e. Sangat sering diteliti 

f. Semua tindakan harus mengedepankan justifikasi 
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g. Tujuan dan output saling diukur dan ditentukan. 

Dalam konsep pelayanan, dikenal dua jenis pelaku pelayanan yaitu penyedia 

pelayanan dan peerima pelayanan.Penyedia pelayanan adalah pihak yang dapat 

memberikan suatu pelayanan tertentu kepada konsumen, baik berupa pelayanan dalam 

bentuk penyediaaan dan penyerahan barang atau jasa.Peneima jasa layanan adalah 

pelanggan atau konsumen yang menerima layanan dari para penyedia layanan. 

Menurut Moenir (2002:151) pada prinsip pelayan publik berbeda dengan pelayanan 

swasta. Namun demikian terdapat persamaan diantara keduanya, yaitu: 

a. Kedunya berusaha memenuhi harapan pelanggan dan mendapatkan 

kepercayaannya 

b. Kepercayaan pelanggan adalah jaminan atas kelangsungan hidup organisasi 

Lebih lanjut diungkapkan oleh Moenir (2002:153) sementara karakteristik khusus 

dari pelayanan publik yang membedakannya dari pelayanan swasta adalah: 

a. Sebagian besar pelayanan pemerintah berupa jasa dan barang tak nyata, 

Misalnya perijinan, sertifikat, peraturan, informasi, keamanan, ketertiban, 

kebersihan, transportasi dan lain sebagainya 

b. Selalu terkait dengan jenis pelayanan-pelayanan yang lain, dan membentuk 

sebuah jalinan sistem pelayanan yang berjangka regional atau bahkan nasional. 
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2.2.5. Unsur-unsur pelayanan publik 

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai jasa pelayanan yang mempunyai 

unsur-unsur didalamnya. Unsur-unsur proses pelayanan publik diperlukan agar dapat 

mendukung pelayanan yang diinginkan. Bharata (2003:11) mengemukakan 

pendapatnya terhadap empat unrur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu: 

a. Penyedia layanan, yaitu pihak yang saat memberikan suatu layanan tertentu 

kepada konsumen, baik berupa layanan atau jasa-jasa (service). 

b. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen atau costumer 

yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan. 

c. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan 

kepada pihak yang membutuhkan layanan. 

d. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan lyanan penyedia layanan harus 

mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini 

sangata penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para 

pelanggan itu bisanya sagat berkaitan erat dengan standar kualitas brang atau 

jasa yang mereka nikmati. 

Selanjutnya Kasmir (2006:34) mengemukakan cirri-ciri pelayanan publik yang 

baik adalah memiliki unsure-unsur sebagai berikut : 

a. Tersedia karyawan yang baik 

b. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik 

c. `Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir 
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d. Mampu melayani secara tepat dan cepat 

e. Mampu berkomunikasi 

f. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi 

g. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik 

h. Berusaha memahami kebutuhan nasabah 

i. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan) 

Kesimpulan dari unsur-unsur pelayanan publik menurut para ahli, unsur 

kepuasan pelanggan menjadi perhatian penyelenggara pelayanan (pemerintah) untuk 

menerapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi dan memuaskan 

pelanggan. 

2.2.6. Standar Pelayanan Publik 

Standar pelayana merupakan ukuran yang dilakukan dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima layanan.Setiap 

penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan 

sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Hal ini berfungsi agar 

berbagai struktur birokrasi dipusat maupun di daerah mampu memberikan kualitas 

pelayanan yang sama. Menurut Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2004 tentang pedoman standar pelayanan 

publik, standar pelayanan merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban 
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dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang 

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. 

Standar pelayanan mencakup sifat, jenis dan layanan yang diselenggarakan, 

serta memperhatikan kebutuhan dan kondisi lingkungan.Menurut Rahmayanty 

(2013:89) standar pelayanan sekurang – kurangnya meliputi. 

a. Prosedur Pelayanan 

Prosedur pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima palayanan 

termasuk pengaduan. 

b. Waktu penyelesaian 

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan pemohonan 

sampai dengan penyelesaianpelayanan termasuk pengaduan. 

c. Biaya pelayanan 

Biaya/tariff pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses 

pemberian pelayanan. 

d. Produk pelayanan 

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

e. Sarana dan prasarana 

Penyedianan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

f. Kompentensi petugas pemberi pelayanan publik 

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan berdasarkan 

pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. 
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2.3. Konsep Efektivitas 

2.3.1. Pengertian Efektivitas 

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, efektivitas berasal dara kata efektif 

yang berarti ada pengaruhnya, ada akibatnya, ada efeknya, bisa diartikan sebagai 

kegiatan yang bisa membuahkan hasil yang memuaskan.Jika dilihat dari asal katanya, 

efektif berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti berhasil, atau sesuatu 

yang dilakukan berhasil dengan baik.Kamus ilmiah popular mendifinisikan efektivitas 

sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. 

Selanjutnya pengertian efektivitas menurut The Liang Gie (2000 : 147) dalam 

bukunya Ensiklopedia Administrasi adalah sebagai besebut dikatan efektif, kalau 

menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.” 

Harbanio Pasolong (2007: 4), juga mengemukakan pengertian efektivitas 

sebagai berikut, Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan 

istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas berarti bahwa tujuan yabg telah 

direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena 

adanya proses kegiatan. 

Sedangkan pendapat lain mengenai pengertian efektifitas sebagaimanayang 

dikemukakan oleh Drucker dalam H.A.S. Moenir (2006: 166) mengenai efektivitas 

adalah Efektivitas adalah melakukan atau mengerjakan tepat pada sasaran (doing the 

right thing). Selanjutnya, Georgopolus dan Tannembaum (2003 : 50), mengemukakan 

Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaiaan tujuan, dimana keberhasilan suatu 
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organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga 

mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian 

efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan. Dan Secara nyata 

Stoner (Kurniawan, 2005: 106) menekankan pentingnya efektivitas dalam pencapaian 

tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi. 

Dari berbagai pendapat mengenai pengertian efektivitas maka yang menjadi 

penekanan dari pengertian efektivitas ini berada pada pencapaian tujuanatau sasaran 

yang dikehendaki dapat tercapi sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan 

dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. 

Efektivitas memiliki tiga tingkatan yang didasarkan oelh David J. Lawless 

dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (2005 : 25-26) antara lain: 

1. Efektivitas Individu 

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang 

menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi. 

2. Efektivitas Kelompok 

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling berkerja sama 

dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kintribusi dari 

semua anggota kelompok. 

3. Efektivitas Organisasi  



 

22 
 

efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melaui 

pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih 

tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya. 

 Menurut Steers (2001), pada umumnya efektivitas dikaitkan dengan tujuan 

organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan 

prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Dalam penelitian mengenai efektivitas 

organisasi, sumber daya manusia dan perilaku manusia seharusnya selalu muncul 

menjadi fokus primer, dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektiitas seharusnya 

dimulai dengan meneliti perilaku manusia di tempat kerja. 

Steers (2001), mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti efektivitas ialah 

memerhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan : (1) 

optimalisasi tujuan-tujuan; (2) prespektif sistem; (3) tekanan pada segi perilaku 

manusia dalam susunan organisasi. 

2.3.2. Ukuran Efektivitas  

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, 

karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa 

yang menilai serta menginterprestasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, 

maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti 

kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. 
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Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana 

yang telah ditentukan dangan hasil nyata yang telah diwujudkan.Namun, jika usaha 

atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan 

tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan maka hal itu dikatakan tidak efektif. 

Adapun criteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efwektif atau tidak, 

sebagaimana oleh S.P. Siagian (2004 : 77) yaitu: 

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya 

karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan 

tujuan organisasi dapat tercapai; 

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah 

“pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai 

sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam 

pencapaian tujuan organisasi. 

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan 

tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya 

kebijakan harus mampu menjebatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha 

pelaksanaan kegiatan operasional. 

d. Perencanaan yang matang. Pada hakekatnya berarti mumutuskan sekarang 

apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. 
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e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana baik masih perlu dijabarkan 

dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para 

pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja; 

f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja. Salah satu indicator efektivitas 

organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif, dengan sarana dan 

prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi; 

g. Pelaksanaan yang efektif dan efesien. Bagaimanapun baiknya suatu 

program apabila tidak dilaksanakan secra efektif dan efesien 

makaorganisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan 

pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya; 

h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Mengingat 

sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut 

terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian. 

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers (2002: 53) dalam bukunya 

“Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut: 

1. Pencapaian Tujuan 

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus 

dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan 

akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan 

pencapaian bahian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti 
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periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun 

waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit. 

2. Integritas  

Integritas yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu 

organisasi untuk mengadapak sosialisasi, pengembangan consensus dan 

komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integritas 

menyangkut proses sosialisasi. 

3. Adaptasi  

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya. 

2.3.3. Pendekatan Efektivitas  

 Pandangan beberapa ahli mengenai pendekatan yang dapat digunakan dalam 

mengukur keefektifan organisasi antara: 

1. Gibson, Donnely dan Ivancevich (2002: 27-29) mengemukakan bahwa 

pendekatan untuk mengukur efektivitas adalah pendekatan tujuan dan 

pendekatan sistem. 

2. Robbins (2007: 58) membagi kedalam empat pendekatan dalam mengukur 

efektivitas organisasi, yaitu: pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan 

sistem, pendekatan konstituensi- strategi, dan pendekatan nilai-nilai 

organisasi. 

a. Pendekatan pencapaian tujuan (The Goal Attainment Approach). 
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Organisasi adalah kesatuan yang dibuat dengan sengaja, rasional, dan 

atas dasar tujuan tertentu.Dalam pendekatan tujuan ini, ketika organisasi itu 

telah mencapai tujuan yang diharapkannya, maka dapat dikatakan bahwa 

organisasi itu telah efektif. Namun demikian, agar pencapaian tujuan bisa 

menjadi ukuran yang sah dalam mengukur keefektifan organisasi, asumsi-

asumsi lain juga harus sah.Pertama, organisasi harus mempunyai tujuan-

tujuan akhir. Kedua, tujuan-tujuan tersebut harus  diidentifikasi dan 

ditetapkan dengan baik agar dapat dimengerti. Ketiga, tujuan-tujuan 

tersebut harus sedikit saja agar mudah dikelola.Keempat, harus ada 

consensus atau kesepakatanumum mengenai tujuan-tujuan tersebut. 

Akhirnya, kemajuan kea rah tujuan-tujuan tersebut harus dapat diukur 

(measureable). 

b. Pendekatan Sistem (The System Approach) 

Pada dasarnya organisasi bekerja dalam sebuah kerangka kerja sistem. 

Organisasi memperoleh masukan (input), melakukan proses trasformasi 

dan menghasilkan keluaran (output). Pedekatan ini tidak hanya 

menekankan pada tujuan akhir sebuah organisasi, karena ukuran seperti itu 

tidaklah sempurna.Sebuah organisasi dikatakan efektif jika organisasi 

tersebut mampu untuk memperoleh masukan, memproses masukan 

tersebut, dan menyalurkan keluarannya dan mempertahankan stabilitas dan 

keseimbangan dari sistem tersebut. Jadi, pendekatan sistem berfokus bukan 

pada tujuan akhir tertentu, tetapi pada cara yang dibutuhkan untuk mencapai 
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tujuan akhir itu. Dengan demikian, maka pendekatan sistem ini 

menekankan pada kelangsungan hidup organisasi untuk jagka waktu 

panjang. 

c. Pendekatan Konstituensi-Strategis (The Strategic-Consituencies). 

Dalam pendekatan ini, organisasi dikatakan efektif apabila dapat 

memenuhi tuntutan dari konstituensi yang terdapat di dalam lingkungan 

organisasi tersebut yaitu konstituensi yang menjadi pendukung kelanjutan 

eksistensi organisasi tersebut. Pendekatan ini sama dengan pendekatan 

sistem, tetapi penekanannya berbeda. Keduanya memperhitungkan adanya 

saling ketergantungan, tetapi pandangan konstituensi-strategis tidak 

memperhatikan semua lingkungan organisasi.Pandangan ini hanya 

memenuhi tuntutan darihal-hal di dalam lingkungan yang dapat 

mengancam kelangsungan hidup organisasi, seperti pemilik, karyawan dan 

pelanggan.Masing-masing konstituen tersebut mempunyai keinginan yang 

berbeda-beda. Pemilik berkeinginan untuk memperoleh return on 

investment yang tinggi, karyawan akan menginginkan kompensasi yang 

memadai, pelanggan menginginkan kemampuan membayar hutang, 

demikian juga dengan pihak-pihak lainnya akan mempunyai keinginan 

yang unik. 

d. Pendekatan Nilai-Nilai Bersaing (The Competing – Value Approach) 

Pendekatan ini menawarkan suatu kerangka yang lebih integrative dan 

lebih variatif, karena kriteria yang dipilih dan digunakan tergantung pada 
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posisi dan kepentingan masing-masing dalam suatu organisasi. Sehubungan 

dengan tingkat variatif dan relative tinggi, maka terdapat tiga perangkat 

dasar nilai-nilai, yaitu: 1) fleksibilitas versus pengendalian, 2) manusia 

versus organisasi, 3) proses versus tujuan akhir. Berdasarkan tiga perangkat 

dasar tersebut dapat digambarkan empat model nilai-nilai efektivitas, yaitu 

human rational model, open system model, rotional goal model dan internal 

process model. 

 Keempat pendekatan di atas hanya dapat berjalan dengan baik ketika dijalankan 

dengan sebuah manajemen yang baik pula.Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Robbins (2002 : 3) bahwa fungs i- fungsi manajemen memiliki pengaruh yang sangat 

besar terhadap efektivitas organisasi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan, dan pengendalian. Perencanaan mencakup penetapan tujuan, 

penegakan strategi dan pengembangan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan. 

Pengorganisasian mencakup penetapan tugas-tugas apa yang harus dikerjakan, siapa 

yang harus mengerjakan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melapor 

kepada siapa dan dimana keputusan haus diambil. Ketika itu dapat berjalan denagn 

baik, maka tentunya efektifitas organisasi akan tercipta. 

 Untuk mengetahui efektivitas suatu program, perlu dilakukan penilaian 

terhadap manfaat atau daya guna program tersebut. Martani dan Lubis (2006 : 35) 

mengemukakan tiga pendekatan untuk mengukur efektivitas suatu organisasi. 
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1. Pendekatan Sumber (Resource Approach) 

Pendekatan sumber mencoba mengukur efektivitas dari sisi input dan 

mengukur keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sember-sumber 

yang dibutuhkan untuk mencapai performasi yang baik. Dengan kata lain, 

efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan 

organisasi dalam memanfaatkan lingkungan untuk memperoleh berbagai 

jenis sumber yang bersifat langka dan nilainya tinggi. Untuk mengukur 

efektivitas organisasi pendekatan sumber mempergunakan dimendi (a) 

kemampuan organisasi untuk memanfaatkan lingkungan untuk 

memperoleh berbagai jenis sumber yang bersifat langka dan nilainya tinggi; 

(b) kemampuan para pengambil keputusan dalam organisasi untuk 

menginterprestasikan sifat-sifat lingkungan secara tepat; (c) kemampuan 

untuk menghasilkan output tertentu dengan menggunakan sumber-sumber 

yang berhasil diperoleh; (d) kemampuan organisasi dalam memelihara 

kegiatan operasional harian; (e) kemampuan organisasi untuk beraksi dan 

menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. 

2. Pendekatan Proses (process Approach) 

Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efesiensi dan 

kondisi (kesehatan) dari organisasi internal. Pada organisasi yang efektif 

proses internal berjalan dengan lancar, karyawan bekerja dengan 

kegembiraan serta kepuasan yang tinggi, kegiatan masing-masing bagian 

terkoordinasi secara baik dengan produktivitas yang tinggi. Pendekatan ini 
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tidak memperhatikan lingkungan organisasi, dan memusatkan perhatian 

terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki 

oleh organisasi, yang menggambarkan tingkat efesiensi  serta kesehatan 

organisasi. 

Pendekatan proses umumnya digunakan oleh penganut pendektan neo-klasik 

(human relations) dalam teori organisasi yang terutama meneliti hubungan antara 

efektivitas denagn sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. 

 Berbagai komponen yang menunjukkan efektivitas organisasi ditunjukkan pada 

daftar berikut ini.Setiap komponen ini diteliti deangan mangadakan wawancara 

terhadap anggota organisasi. 

a. Perhatian atasan terhadap karyawan. 

b. Semangat, kerjasama dan loyalitas kelompok kerja. 

c. Saling percaya dan komunikasi antara karyawan dengan pimpinan. 

d. Desentralisasi dalam pengambilan keputusan. 

e. Adanya komunikasi vertikal dan horizontal yang lancer dalam organisasi. 

f. Adanya usaha dari setiap individu maupun keseluruhan organisasi untuk 

mencapai tujuan yang telah direncanakan. 

g. Adanya sistem imbalan yang merangsang pimpinan untukmengusahakan 

terciptanya kelompok-kelompok kerja yang efektif serta performansi dan 

pengembangan karyawan. 
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h. Organisasi dan bagian-bagian bekerja sama secra baik, dan konflik yang 

terjadi selalu diselesaikan dengan acuan kepentingan organisasi. 

3. Pendekatan sasaran (Goals Approach) 

Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas memusatkan 

perhatian terhadap aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan 

organisasi dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan. 

Pendekatan sasaran dalam mengukur efektivitas dimulai dengan 

identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan 

organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang paling dalam 

pengukuran efektivitas adalah sasaran yang sebenarnya karena akan 

memberikan hasil yang lebih realistis dari pada pengukuran efektivitas 

berdasarkan sasaran resmi dengan memperhatikan permasalahan seperti; 

(a) adanya berbagai output; (b) adanya subyektivitas dalam penilaian; (c) 

pengaruh konstektual lingkungan. 

2.4. Konsep Sistem Informasi 

 Secara umum sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem dalam 

suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, 

media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur 

komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada 

manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang 

penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan. 
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 Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung fungsi 

organisasi yang bersifat menajerial dalam kegiatan strategis dari suatu organisasi untuk 

mendapat menyediakan informasi kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan 

yang diperlukan (Sutabri, 2005: 36). 

 Menurut Sidharta (2008: 11) sebuah sistem informasi adalah sistem buatan 

manusia yang berisi himpunan terintegrasi dari komponen-komponen manual dan 

komponen-komponen terkomputerisasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data, 

memproses data, dan menghasilkan informasi untuk pemakai. 

 Rosses (Jogiyanto, 2005: 11) mengemukakan bahwa sistem informasi adalah 

suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelola transaksi 

harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu 

organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang 

diperlukan. 

2.4.1. Konsep Sistem Informasi Manajemen 

 Kondisi kebutuhan informasi yang handal bagi organisasi kemudian dikenal 

sebagai suatu sistem pengelolaan informasi yang diberi nama Sistem Informasi 

Manajemen (SIM). Tujuan adanya Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah supaya 

organisasi memiliki suatu sistem yang dapat dihandalkan dalam mengelola data 

menjadi informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik 

yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan 
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strategis.Dengan demikian Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah suatu sistem 

yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan 

dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. 

 Kelley dalam Effendy (2000 : 109) menyatakan bahwa ‘Sistem Informasi 

Manajemen (SIM) adalah perpaduan sumber manusia dan sumber yang berlandaskan 

komputer yang menghasilkan kualitas penyimpanan, pengelolaan kendali, komunikasi 

dan penggunaan data untuk tujuan operasi manajemen yang efesien bagi perencanaan 

bisnis’ 

 Dalam literature yang sama Holmes dan Effendy (2000 : 112) mengemukakan 

pula bahwa Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah ‘suatu sistem yang dirancang 

untuk menyajikan informasi pilihan yang berorientasi kepada keputusan yang 

diperlukan oleh manajemen guna merencanakan, mengawasi, dan menilai aktivitas 

organisasi’. Dirancangnya itu didalam kerangka kerja yang menitikberatkan pada 

perencanaan keuntungan, perencanaan penampilan dan pengawasan pada semua tahap. 

 Sedangkan menurut Scott, sistem informasi manajemen adalah serangkaian 

sub-sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu 

yang mampu mentrasformasi data sehingga informasi lewat serangkaian cara guna 

meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manjer atas dasar 

criteria mutu yang telah ditetapkan. 
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 Robert G. Murdick dan Joel e. Ross dalam bukunya yang berjudul “Sistem 

Informasi untuk Manajemen Modern (terjemahan) mendifinisikan SIM sebagai 

berikut: 

 Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah proses komunikasi dimana 

informasi masukan (input) direkam, disimpan, dan diproses untuk menghasilkan output 

yang berupa keputusan tentang perencanaan, pengoperasian, dan pengawasan” 

 Sementara itu menurut Joseph F. Kelly dalam bukunya Computerized 

Management Information Sistem mendifinisikan SIM sebagai berikutSistem Informasi 

Manajemen (SIM) adalah perpaduan sumber daya manusia dan sumber daya yang 

berbasis komputer yang menghasilkan kumpulan penyimpanan, komunikasi dan 

penggunaan data untuk tujuan operasi manajemen yang efesien serta perencanaan 

bisnis. 

 Selanjutnya menurut Gordon B. Davis dalam bukunya yang berjudul 

Manegement Information Sistem; Conceptual Foundation, Strukcture and 

Development mendifinisikan SIM adalah sistem manusia/mesin yang terpadu guna 

menyajikan informasi untuk mendukung fungsi operasi , manajemen dan pengambilan 

keputusan di dalam suatu organisasi. 

 Semendara pendapat Drs. Soetodjoe Moeljohardjo dalam bukunya 

Management Information System mendifinisikan SIM adalah suatu metode untuk 

menghasilkan informasi yang tepat waktu bagi manajemen tentang lingkungan luar 

oganisasi dan kegiatan operasi di dalam organisasi, dengan tujuan untuk menunjang  
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2.4.2 Elemen-Elemen Sistem Informasi Manajemen 

Adapun elemen-elemen Sistem Informasi Manajemen dikemukakan oleh 

Davis (2002: 15) terdiri dari: 

a. Hardware, terdiri dari komputer, peripheral (printer) dan jaringan. 

b. Software, merupakan kumpulan dan perintah atau fungsi yang tertulis 

dengan aturan tertentu untuk memerintahkan computer meleksanakan tugas 

tertentu. 

c. Data, merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih 

lanjut untuk menghasilkan informasi. 

d. Manusia, yang terlibat dalam komponen manusia seperti operator, 

pemimpin sistem informasi dan sebagainya. Oleh sebab itu perlu suatu 

rincian tugas yang jelas. 

e. Prosedur, seperti dokumentasi prosedur/proses sistem, buku penuntun 

operasional (aplikasi) dan teknis. 

Tidak jauh berbeda secara garis besar Sistem Informasi Manajemen SIM 

berbasis komputer menurut (Sutabri, 2005: 101) mengandung unsure berikut: 

1. Manusia.  

Setiap Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang berbasis computer 

harus memperhatikan unsur manusia supaya sistem yang diciptakan 

bermanfaat. Hendaknya diingat bahwa manusia merupakan penentu 

keberhasilan suatu Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan manusialah 
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yang akan memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi 

Manajemen (SIM). Unsur manusia dalam hal ini adalah para staf komputer 

professional dan para pemakai (computer users). 

2. Perangkat keras (hardware).  

Istilah perangkat keras merujuk pada perkakas mesin.Karena itu, 

perangkat keras terdiri dari computer itu sendiri terkadang disebut sebagai 

central processing unit (CPU) beserta semua perangkat 

pendukungnya.Perangkat pendukung yang dimaksud adalah perkakas 

penyimpanan (memory), dan perkakas komunikasi. 

3. Perangkat lunak (sfotware).  

Istilah perangkat lunak merujuk pada program-program computer 

beserta penunjuk-petunjuk (manual) pendukungnya.Yang disebut program 

computer adalah instruksi-instruksi yang dapat dibaca oleh mesin yang 

memerintahkan bagian-bagian perangkat keras Sistem Informasi 

Manajemen (SIM) berbasis komputer untuk berfungsi sedemikian rupa 

sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat dari data yang 

tersedia. 

4. Data. 

 Seperti telah diuraikan sebelumnya, data adalah fakta-fakta yang akan 

dibuat menjadi informasi yang bermanfaat. Data inilah yang akan 

diklasifikasikan, dimodifikasi atau diolah program-program supaya dapat 

menjadi informasi yang tepat guna, tepat waktu dan akurat. 
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5. Prosedur.  

Prosedur adalah peraturan-peraturan yang menentukan operasi sitem 

komputer.Misalnya, peraturan bahwa setiap permintaan belanja barang di 

suatu instansi harus tercatat di dalam database komputer atau peraturan 

bahwa setiap akses operator computer kepada pengolah induk harus 

dilaporkan waktu dan otoritasnya.Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah suatu sistem yang dapat 

menghasilkan informasi yang siap untuk dipergunakan oleh manajemen 

dalam mengambil keputusan. 

5.5. Konsep Administrasi Kependudukan 

Definisi Administrasi Kependudukan berdasarkan undang-undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam 

penertibandokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, 

Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta 

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanann publik dan pembangunan sektor lain. 

Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan 

pemenuhan hak-hak administrasi, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang 

berkenan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. 

 Administrasi kependudukan diarahkan untuk: 
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1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrai Kependudukan 

tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang professional. 

2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan 

serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan. 

3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan 

dan peristiwa penting. 

4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara 

nasional, regional, serta lokal; dan 

5. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan. 

2.5.1. Tujuan Administrai Kependudukan 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 tentang 

Penggatian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Pasal 3 

menyebutkan bahwa penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk: 

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen 

penduduk untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk; 

2. Memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status 

hukum penduduk; 

3. Mengelola, menyajikan data dan informasi kependudukan mengenai 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat, lengkap dan 

mutakhir; 

4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara terpada; 
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5. Memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk; dan 

6. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sector terkait 

dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. 

Dalam undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk 

mempunyai hal untuk memperoleh: 

1. Dokumen kependudukan 

2. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

3. Perlindungan atas data pribadi. 

4. Kapasitas hukum atas kepemilikan dokumen. 

5. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 

atas dirinya atau keluarganya, dan 

6. Ganti rugi serta pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pendayagunaan data 

pribadi oleh instansi pelaksana. 

2.6. Konsep Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

 Definisi Sistem Informasi Admintrasi Kependudukan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, SIAK merupakan sistem informasi 

yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunukasi untuk memfasilitaskan 
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pengelolaan  informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan 

instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. 

2.6.1. Tujuan Sitem Informasi Administrasi Kependudukan 

Menurut peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksaan undang-

undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pengelolaan SIAK 

bertujuan: 

a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 

b. Menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan 

mudah diakses; 

c. Mewujudkan pertukaran data secra sistemik melai sistem pengenal tunggal, 

dengan tetap menjamin kerahasiaan. 

2.6.2. Unsur – Unsur SIAK 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan, SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsure: 

1. Database; 

2. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi; 

3. Sumber daya manusia; 

4. Pemegang hak akses; 
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5. Lokasi database; 

6. Pengelolaan database; 

7. Pemeliharaan database; 

8. Pengamanan database; 

9. Pengawasan database; 

10. Data cadangan (back-up data disaster recovery center); 

11. Perangkat pendukung; 

12. Tempat pelayanan; 

13. Pusat data; 

14. Pusat data cadangan; dan 

15. Jaringan komunikasi data. 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk: 

a. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang 

terpadu dan tertib. 

b. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, 

permanen, wajib dan berkelanjutan. 

c. Terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dangan 

pelayanan yang professional, dan  

d. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap 
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mutakhir, dan mudak diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan 

kebijakan dan pembangunan pada umumnya. 

2.6.3. Komponen SIAK 

Dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terdapat 3 

komponen.Diantaranya, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengolahan 

informasi.Dari operasional ketiga komponen tersebut selanjutnya terjabarkan sebagai 

aktivitas pelayanan kepada masyarakat dan institusi terkait. 

a. Pendaftaran Penduduk 

Sarana untuk membangun basis dta dan menerbitkan identitas bagi 

setiap penduduk dewasa dengan mencantumkan Nomor Penduduk sebagai 

identitas tunggal. Dari kegiatan pendaftaranpenduduk ini kemudian 

diterbitkan 3 dokumen, yaitu: Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu 

Keluarga, dan .KTP. 

b. Pencatan Sipil 

Merupakan sarana untuk mencatat peristiwa penting yang dialami 

penduduk dan perlu dilegalisir oleh Negara melalui penerbitan dokumen 

yang sah menurut hukum dalam bentuk akta catatan sipil. 

Beberapa peristiwa penting yang harus dilaporkan diantaranya: 

1. Kelahiran 

2. Kematian 
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3. Perkawinan 

4. Perceraian 

c. Pengelolaan Informasi Kependudukan 

Pengelolaan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 

melalui suatu media atau alat yang akan menjadikannya sebagai informasi 

tentang perkembangan penduduk dari waktu ke waktu. Karena outputnya 

informasi, maka komponen ini sering disebut juga sebagai pengelolaan 

informasi. 

Menurut Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan: 

(1) Pengelolaan SIAK di pusat paling sedikit, terdiri dari: 

a. Kepala pusat data dan pusat data pengganti; 

b. Maneger keamanan; 

c. Supervisor aplikasi SIAK; 

d. Supervisor ajudikasi identifikasi sidik jari; 

e. Sistem analis; 

f. Programmer; 

g. Administrator database; 

h. Administrator perangkat keras; 

i. Administrator jaringan; 

j. Administrator pelayanan bantuan (help desk) 

k. Administrator ajudikasi identifikasi sidik jari; 

l. Ajudikator identifikasi sidik jari; 
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m. Operator; dan 

n. Teknisi  

(2) Pengelolaan SIAK di propinsi, paling sedikit terdiri dari 

a. Kepala pusat data; 

b. Manager keamanan; 

c. Supervisor aplikasi SIAK; 

d. Sistem analis; 

e. Programmer; 

f. Administrator database; 

g. Administrator perangkat keras; 

h. Administrasi jaringan; 

i. Operator; dan 

j. Teknisi  

(3) Pengelolaan SIAK di kabupatan/kota , paling sedikit terdiri dari: 

a. Kepala pusat data; 

b. Manager keamanan; 

c. Supervisor aplikasi SIAK; 

d. Sistem analis; 

e. Programmer; 

f. Administrator database kependudukan dan rekaman sidik jari; 

g. Administrator perangkat keras; 

h. Administrasi jaringan; 

i. Operator; dan 

j. Teknisi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif 

terbatas pada usaha mengungkapkan suata masalah atau keadaan maupun peristiwa 

sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberi gambaran 

secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti, dalam Hadari 

Nawawi  (2007: 33-34). Kemudian Sugiyono (2011: 11) berpendapat bahwa pada 

penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga 

lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu 

masalah. 

3.2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian yang dilaksanakan bertempat di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Mataram. 

3.3. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data sehingga 

tidak terjadi terhadap data yang diambil, untuk menyamakan pemahaman dan cara 

pandang terhadap karya ilmiah ini, maka penulis akan memberikan penjelasan 

mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap penulisan karya ilmiah ini. 

  Adapun dalam penelitian tentang Efektivitas Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, 
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indicator yang digunakan ialah pendekatan untuk mengukur efektivitas suatu 

organisasi oleh Martani dan Lubis (2006: 35), yang berfokus pada Pendekatan Proses 

(Process Approach) yang meliputi: 

1. Sember daya manusia yaitu tenaga operator Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Mataram. 

2. Data kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan 

sipil, serta 

3. Sarana dan Prasarana yang terdiri dari perangkat komputer (hardwareand 

software ) serta jaringan internet yang menunjang efektivitas pelaksanaan 

SIAK. 

3.4. Teknik penentuan informan 

 Dalam penelitian ini tehnik sampling yang digunakan adalah snowball 

sampling. Snowball sampling adalah tehnik pengambilan sampel sumber data pada 

awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, 

maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data. 

 Dalam penelitian ini informan yang peneliti maksudkan yaitu: 

1. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Mataram: 

- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. 
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- Kepada Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Mataram 

- Seksi Pengembangan Aplikasi SIAK Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Mataram 

- Operator Pengelola SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Mataram 

2. Masyarakat yang menerima pelayanan dari Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Mataram. 

3.5.  Sumber Data Penelitian 

Menurut Arikunto (2006:129) yang di maksud sumber data dalam penelitian 

adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif, maka sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-

kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain 

(dalam Moleong, 2010:157). Berdasrkan sumber pengambilannya, data dibedakan 

menjadi dua yaitu : 

3.5.1. Data Primer 

 Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber atau 

informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan 

sesuai dilapangan yakni pegawai yang melayani dan mengoperarosikan SIAK di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram serta masyarakat penerima 

layanan. 
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3.5.2. Data Sekunder 

 Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk 

mendukung penulisan pada penelitian ini melalui dokumen atau catatan yang ada serta 

tulisan – tulisan karya ilmiah dari berbagai media, literature, arsip-arsip resmi yang 

dapat mendukung kelengkapan data primer yang senang senantiasa berkaitan dengan 

masalah.Data sekunder dalam peelitian ini ialah laporan, dokumen-dokumen dari 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

3.6. Metode Pengumpulan Data 

Suatu penelitian memerlukan suatu metode yang tepat dalam mengumpulkan data-

data yang dibutuhkan dalam penelitian, tujuannya adalah agar data yang diperoleh 

peneliti itu tepat dan benar sesuai dengan kenyataan yang ada.Menurut Moleong 

(2010:9) mengenai karakteristik penelitian kualitatif yaitu pengamatan, wawancara 

atau penelaah dokumen. 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan 

berbagai pengumpulan data sebagai berikut :. 

1.  Observasi  

Suatu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan pengamatan 

langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang relevan 

dengan objek penelitian. Dengan melakukan observasi, penelitian mencatat apa 

saja yang dilihat dan menggali dari dokumen tertulis untuk memberikan 

gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti. 
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  Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat 

fenomena-fenomena yang berkaitan denagn efektivitas pelaksanaan Sistem 

Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Mataram.Adapun observasi tersebut bersifat langsung non 

partisipatori, artinya dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan 

secara langsung tanpa terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan sehingga 

tidak mempengaruhi kealamian dari segala sesuatu yang terjadidi lokasi 

penelitian. Observasi dilakukan sistematis terhadap perilaku dan proses 

pelayanan melalui SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Mataram. 

2. Wawancara 

Tehnik wawancara digunakan untuk mewancarai para responden yang 

dianggap sebagai tokoh kunci dalam penelitian ini.Penulis menggunakan 

pedoman wawancara agar tidak keluar dari fokus yang telah ditentukan.Data 

yang dikumpulkan melalui wawancara bersifat uraian kata.Dalam penelitian 

ini, wawancara ditujukan terhadap pelanggan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil yaitu masyrakat menerima pelayanan melalui SIAK dan juga 

pelaksana teknis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. 

3. Dokumentasi  

Yang mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun 

peratran maupun pasal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan 

penulis, telaah dokumen dilakukan dengan cara penelusuran guna mendapatkan 
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data sekunder yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan, yaitu 

yang berhungungan dangan teori-teori, undang-undang dan dokumen tentang 

SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

3.7. Metode Analisis Data 

 Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis traskip 

wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti 

untuk menambah pemahaman peneliti sendiri dan untuk memungkinkan peneliti 

melaporkan apa yang telah ditemukan pada pihak lain. 

 Adapun lagkah-langkah menganalisis data secara umum, yaitu sebagai berikut: 

1. Penyajian data, pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi 

langsung dan dokumentasi. 

2. Reduksi data proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

trasformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini 

bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai 

dengan masalah penelitian. 

3. Penyajian data , setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah 

penyajian (display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah 

dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada 

langkah ini berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi 

informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya 
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dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu,. Prosesnya dapat 

dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar 

fenomena untuk mamaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu 

ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Display data yang baik 

merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang 

valid dan handal. 

4. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, dilakukan secara cermat dengan 

melakukan verifikasi berupa tijauan ulang pada catatan-catatan lapangan 

sehingga data-data yang ada teruji validitasnya. 


